
 

1 

 

 
 

 
 

 

 
BUPATI DONGGALA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI DONGGALA 
NOMOR 14 TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DONGGALA, 
 

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 
dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala tahun 2022-
2042; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

Perkotaan Tanantovea dan Labuan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7061); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :    PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 
RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANANTOVEA DAN 

LABUAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala. 
2. Bupati adalah Bupati Donggala. 

3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah 

kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya. 
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola 

Ruang. 
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman 

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 
yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 

10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi 
daya. 

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR 
adalah hasil perencanaan tata ruang. 

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana 

tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 
beserta pembiayaannya. 

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib Tata Ruang. 
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15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang 

wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ 
kabupaten/kota. 

16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP 
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan 

Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun 
RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam 
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

17. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP 
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik 

dan terdiri atas beberapa blok. 
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan 

karakteristik spesifik. 
19. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki 

fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan 

pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang 
bersangkutan. 

20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan 

jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara 
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata 
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan 

prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota. 
21. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang 
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

22. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 

sumber daya buatan. 
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH 

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok 
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam, dengan 
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, 

ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah 

ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan 

disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang 
penetapan zonanya dalam RDTR. 

25. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ 

adalah varian dari Zonasi konvensional yang 
dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam 

penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi 
berbagai permasalahan dalam penerapan Zonasi dasar. 

26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 
selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara 
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR. 

27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 
selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang 

menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. 

28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat 
dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan 

pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
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29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau 

pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam 
penyelenggaraan penataan ruang. 

 
Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: 
a. tujuan penataan WP; 
b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; 

e. PZ; dan 
f. kelembagaan. 

 
Pasal 3  

(1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 

Labuan ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek 
fungsional dan administrasi dengan luas 2.294,50 (dua 

ribu dua ratus sembilan puluh empat koma lima) 
hektare. 

(2) Batas WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan Labuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Dalaka, 

Kecamatan Sindue; 
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Labuan 

Lumbubaka; 
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kota Palu; dan 

d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Palu. 
(3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 

Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. sebagian Desa Wani Satu, seluruh Desa Wani Dua, 
sebagian Desa Wani Tiga, dan seluruh Desa Wani 

Lumbumpetigo di Kecamatan Tanantovea. 
b. seluruh Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan 

Kungguma, sebagian Desa Labuan Lumbubaka, 
sebagian Desa Labuan Panimba, seluruh Desa 
Labuan, seluruh Desa Labuan Salumbone, dan 

sebagian Desa Labuan Toposo di Kecamatan 
Labuan. 

c. sebagian Desa Dalaka di Kecamatan Sindue. 
(4) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 

Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi 
menjadi 2 (dua) SWP meliputi: 
a. SWP IV.A mencakup sebagian Desa Wani Satu, 

seluruh Desa Wani Dua, seluruh Desa Labuan, 
sebagian Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan 

Salumbone, sebagian Desa Labuan Panimba, dan 
sebagian Desa Dalaka terdiri atas Blok IV.A.1, Blok 

IV.A.2, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4. 
b. SWP IV.B mencakup sebagian Desa Wani Tiga, 

seluruh Desa Wani Satu, sebagian Desa Wani Dua, 

seluruh Desa Wani Lumbumpetigo, seluruh Desa 
Labuan Kungguma, seluruh Desa Labuan Toposo, 

sebagian Desa Labuan Lelea, sebagian Desa Labuan 
Salumbone, sebagian Desa Labuan Lumbubaka, 

sebagian Desa Labuan Panimba, sebagian Desa 
Labuan, dan sebagian Desa Dalaka terdiri atas Blok 
IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

(5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 



 

5 

 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan 
Tanantovea dan Labuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB II 

TUJUAN PENATAAN 
 

Pasal 4  

Tujuan penataan kawasan perkotaan tanantovea dan labuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk 

mewujudkan kawasan perkotaan tanantovea dan labuan 
sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan serta 

pusat distribusi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. 
 

BAB III 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 5  

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b meliputi: 
a. rencana pengembangan pusat pelayanan; 

b. rencana jaringan transportasi; dan 
c. rencana jaringan prasarana. 

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

 

Pasal 6  
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: 
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 

b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 
c. pusat pelayanan lingkungan. 

(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.1. 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan 
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok IV.B.3. 

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan 
kelurahan/desa terdapat di: 
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a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok 
IV.A.4; dan 

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok 
IV.B.3.  

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Ketiga 
Rencana Jaringan Transportasi 

 
Paragraf 1  

Umum 

 
Pasal 7  

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:  

a. jalan umum;  
b. jalan khusus; 
c. jalan masuk dan keluar terminal barang dan 

penumpang; 
d. terminal penumpang; 

e. terminal barang 
f. jembatan; 

g. pelabuhan pengumpul; dan 
h. terminal khusus. 

(2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 2  

Jalan Umum 
 

Pasal 8  
(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf a meliputi: 
a. jalan arteri primer; 
b. jalan arteri sekunder; 

c. jalan kolektor primer; 
d. jalan kolektor sekunder; 

e. jalan lokal primer; dan 
f. jalan lingkungan sekunder. 

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a berupa ruas TOMPE – PANTOLOAN (BTS. KOTA 
PALU) melintas di SWP IV.A. 

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b melintas di SWP IV.A. 

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi : 

a. ruas LABUAN – DALAKA/LABUAN – SINIU melintas 
di SWP IV.A dan SWP IV.B;  

b. ruas LABUAN – SINIU melintas di SWP IV.B; dan 

c. jalan kolektor primer melintas di SWP IV.A. 
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(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A. 

(6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c melintas di seluruh SWP. 

(7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP. 

 
Paragraf 3  

Jalan Khusus 

 
Pasal 9  

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b melintas di SWP IV.A. 

 
Paragraf 4  

Jalan Masuk Dan Keluar Terminal Barang Dan Penumpang 

 
Pasal 10  

Jalan masuk dan keluar terminal barang dan penumpang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c 

melintas di SWP IV.A. 
 

Paragraf 5  

Terminal Penumpang  
 

Pasal 11  
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe 
C. 

(2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) yaitu Terminal Labuan terdapat di SWP 
IV.A pada Blok IV.A.4. 

 
Paragraf 6  

Terminal Barang 
 

Pasal 12  

Terminal barang sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) 
huruf e yaitu Terminal Barang Labuan terdapat di SWP.IV.B 

pada Blok.IV.B.3. 
 

Paragraf 7  
Jembatan 

 

Pasal 13  
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf f terdapat di : 
a. Jembatan Wani terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

b. Jembatan Laiba terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 
c. Jembatan Labuan terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 
d. Jembatan Labuan I terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.3;  
e. Jembatan Labuan II terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.3; 
f. Jembatan Labuan III terdapat di SWP IV.A pada blok 

IV.A.4; 
g. Jembatan Labuan IV terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.4; dan 

h. Jembatan Labuan V terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4. 
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Paragraf 8  
Pelabuhan Pengumpul 

 
Pasal 14  

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf g yaitu Pelabuhan Wani terdapat di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.1 
 

Paragraf 9  

Terminal Khusus 
 

Pasal 15  
Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) huruf h terdapat di: 
a. terminal khusus untuk kegiatan Ditpolairud Polda 

Sulawesi Tengah di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 

b. terminal khusus untuk kegiatan Pertambangan Operasi 
Produksi Batuan di SWP IV.A pada Blok IV.A.2 dan Blok 

IV.A.3; 
c. terminal khusus untuk kegiatan Pengantongan Semen di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3; dan 
d. terminal khusus untuk kegiatan Penyediaan Jasa Depot 

Mini LPG di SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 

 
Bagian Keempat 

Rencana Jaringan Prasarana 
 

Paragraf 1  
Umum 

 

Pasal 16  
Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi: 
a. rencana jaringan energi; 

b. rencana jaringan telekomunikasi; 
c. rencana jaringan sumber daya air; 
d. rencana jaringan air minum; 

e. rencana jaringan persampahan; 
f. rencana jaringan drainase; dan 

g. rencana jaringan prasarana lainnya. 
 

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Energi 

 

Pasal 17  
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf a mengikuti :  
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; 

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; 
c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan 
d. gardu listrik. 

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana 

pengolahan hasil pembakaran yaitu Terminal LPG 
Donggala terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa 
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Tambu-

Tawaeli melintas di SWP IV.B. 
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(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi : 

a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas 
di seluruh SWP; dan 

b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di 
seluruh SWP. 

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c 
berupa gardu distribusi terdapat di SWP IV.A pada 
seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok.  

(6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 3  
Rencana Jaringan Telekomunikasi 

 
Pasal 18  

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf b meliputi: 
a. jaringan tetap; 

b. jaringan bergerak seluler; dan 
c. jaringan bergerak satelit. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. jaringan serat optik melintas di SWP IV.A; dan 
b. telepon fixed line melintas di seluruh SWP. 

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station 
(BTS) terdapat di : 

a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3; dan 
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

(4) Jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 
(5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 4  

Rencana Jaringan Sumber Daya Air 

 
Pasal 19  

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa :  

a. sistem jaringan irigasi; dan 
b. bangunan sumber daya air. 

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 
a. jaringan irigasi primer melintas di SWP IV.B;  

b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP IV.B; dan 
c. jaringan irigasi tersier melintas di SWP IV.B. 

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi yaitu Embung 
Labuan terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 
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(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 
skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 

Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 5  

Rencana Jaringan Air Minum 

 
Pasal 20  

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 huruf d berupa jaringan perpipaan. 

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa unit distribusi. 

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh 
SWP. 

(4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 6  
Rencana Jaringan Persampahan 

 
Pasal 21  

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 huruf e berupa tempat penampungan 
sementara (TPS). 

(2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.2 
(3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 
1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 7  

Rencana Jaringan Drainase 

 
Pasal 22  

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf f meliputi: 

a. jaringan drainase primer; 
b. jaringan drainase sekunder;  
c. jaringan drainase tersier; dan 

d. bangunan pelengkap drainase. 
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf melintas di SWP IV.A. 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP. 
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c melintas di seluruh SWP. 
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(5) Bangunan pelengkap drainase sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP IV.B pada Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat 
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 

1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 8  

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 
 

Pasal 23  
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 huruf g meliputi: 

a. jalur evakuasi bencana; dan 
b. tempat evakuasi. 

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdapat di: 

a. ruas PANTOLOAN (BTS. KAB. DONGGALA) - 
TAWAELI melintas di SWP IV.A; 

b. ruas WANI II – WANI I melintas di SWP IV.A; 

c. ruas LABUAN – POL.AIRUD melintas di SWP IV.A; 
d. ruas WANI - LIMOYONG melintas di SWP IV.A; 

e. ruas DALAM KOTA - LABUAN melintas di seluruh 
SWP; 

f. ruas DALAM KOTA - WANI melintas di seluruh SWP; 
g. ruas LABUAN - DALAKA melintas di seluruh SWP; 
h. ruas LAIBA - DUSUN TARABU melintas di seluruh 

SWP; 
i. ruas WANI - LANTA melintas di seluruh SWP; 

j. ruas WANI II - LELEA melintas di seluruh SWP; 
k. ruas LABUAN TOPOSO - SIMOO melintas di SWP 

IV.B; dan 
l. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi : 
a. tempat evakuasi sementara; dan 

b. tempat evakuasi akhir. 
(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a terdapat di: 
a. Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam 

Terpadu di SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

b. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Wani di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.1; 

c. Sarana Pendidikan SD Negeri 1 Labuan Lelea di SWP 
IV.A pada Blok IV.A.1; 

d. Sarana Pendidikan SMP-SMA Nasional Wani di SWP 
IV.A pada Blok IV.A.1; 

e. Sarana Pendidikan MA Nahdatul Alkhairat di SWP 

IV.A pada Blok IV.A.2; 
f. Sarana Pendidikan MTs Negeri Labuan di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.3; 
g. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Labuan di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.3; 
h. Sarana Pendidikan SMK Negeri 1 Labuan di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.3; 

i. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Salumbone di SWP 
IV.A pada Blok IV.A.4; 
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j. Sarana Pendidikan SD Karya Thayyibah Sumboli di 
SWP IV.B pada Blok IV.B.2; 

k. Sarana Pendidikan SD Negeri 3 Wani di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2; 

l. Sarana Pendidikan SD Negeri 2 Labuan Lelea di SWP 
IV.B pada Blok IV.B.2; 

m. Sarana Pendidikan SD Labuan Kungguma di SWP 
IV.B pada Blok IV.B.2; 

n. Sarana Pendidikan SMP Negeri 1 Labuan di SWP IV.B 

pada Blok IV.B.3; 
o. Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di SWP IV.B pada 

Blok IV.B.3; 
p. Sarana Pendidikan SD Negeri 3 Labuan di SWP IV.B 

pada Blok IV.B.3; 
q. Sarana Pendidikan SD Negeri 1 Labuan Panimba di 

SWP IV.B pada Blok IV.B.3; 

r. Sarana Pendidikan SMP Negeri 2 Labuan di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.3; 

s. Sarana Pendidikan SD Negeri 4 Dalaka di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.4;  

t. Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.4; 

u. Lapangan Sepak Bola Wani I di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.1; 
v. Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea di SWP IV.A pada 

Blok IV.A.2; 
w. Lapangan Sepak Bola Labuan Toposo di SWP IV.B 

pada Blok IV.B.3; 
x. Lapangan Sepak Bola Labuan Panimba di SWP IV.B 

pada Blok IV.B.3; dan 

y. Tempat evakuasi sementara di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c terdapat di: 

a. Lapangan Sepak Bola Wani II di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.1; 

b. Lapangan Sepak Bola Labuan di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.3; 
c. Lapangan Sepak Bola Labuan Salumbone di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.4; dan 
d. tempat evakuasi akhir di SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 24  

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2 huruf c meliputi: 
a. Zona Lindung; dan 

b. Zona Budi Daya.  
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(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Bagian Kedua 
Zona Lindung 

 
Paragraf 1  

Umum 
 

Pasal 25  
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan 

c. Zona badan air dengan Kode BA. 
 

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat 

 

Pasal 26  
(1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan 
luas 117,30 (seratus tujuh belas koma tiga) hektare 

berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode 
PS. 

(2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 117,30 
(seratus tujuh belas koma tiga) hektare terdapat di : 

a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan Blok 

IV.B.4. 
 

Paragraf 3  

Zona Ruang Terbuka Hijau 
 

Pasal 27  
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau kota dengan kode RTH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan 
luas 15,03 (lima belas koma nol tiga) hektare meliputi: 
a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3; 

b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;  
c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan 

d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7. 
(2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 
luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare terdapat di SWP 
IV.B pada Blok IV.B.3.  

(3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 4,68 (empat koma enam delapan) hektare terdapat 
di SWP IV.A pada seluruh Blok. 

(4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,19 (nol 
koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP IV.B pada 

Blok IV.B.3. 
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(5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 7,92 (tujuh 

koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP IV.A pada 
seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok. 

 
Paragraf 4  

Zona Badan Air 
 

Pasal 28  

(1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 33,08 (tiga puluh tiga 

koma nol delapan) hektare berupa Sub-Zona badan air 
dengan kode BA. 

(2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,08 (tiga puluh tiga 
koma nol delapan) hektare terdapat di SWP IV.A pada 

seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok. 
 

Bagian Ketiga 
Zona Budi Daya 

 
Paragraf 1  
Umum 

 
Pasal 29  

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(1) huruf b meliputi: 

a. Zona pertanian dengan kode P;  
b. Zona pertambangan dengan kode T; 
c. Zona perumahan dengan kode R; 

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU; 
e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K; 

f. Zona perkantoran dengan kode KT;  
g. Zona transportasi dengan kode TR; 

h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan 
i. Zona badan jalan dengan kode BJ. 

 

Paragraf 2  
Zona Pertanian 

 
Pasal 30  

(1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 1.062,31 (seribu 
enam puluh dua koma tiga satu) hektare meliputi: 

a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; 
b. Sub-Zona pertanian hortikultura dengan kode P-2;  

c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan 
d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4. 

(2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 
luas 182,77 (seratus delapan puluh dua koma tujuh 

tujuh) hektare terdapat di : 
a. SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 

b. SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
(3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 666,59 (enam 
ratus enam puluh enam koma lima sembilan) hektare 
terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok dan SWP IV.B 

pada seluruh Blok. 
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(4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 114,92 

(seratus empat belas koma sembilan dua) hektare 
terdapat di : 

a. SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3; dan 
b. SWP.IV.B pada seluruh Blok. 

(5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 98,04 
(sembilan puluh delapan koma nol empat) hektare 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, dan 
Blok IV.B.4. 

 
Paragraf 3  

Zona Pertambangan 
 

Pasal 31  

(1) Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 46,53 

(empat puluh enam koma lima tiga) hektare meliputi:  
a. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan 

dengan kode MBT; dan  
b. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi 

dengan kode MG. 

(2) Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan dengan 
kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dengan luas 41,73 (empat puluh satu koma tujuh tiga) 
hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok 

IV.B.3. 
(3) Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan 

kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

luas 4,81 (empat koma delapan satu) hektare terdapat di 
SWP.IV.A pada Blok IV.A.4. 

 
Paragraf 4  

Zona Perumahan 
 

Pasal 32  

(1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 804,11 (delapan 

ratus empat koma satu satu) hektare meliputi: 
a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode 

R-2;  
b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan 

kode R-3; dan 

c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 
kode R-4.  

(2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 162,14 (seratus enam puluh dua koma satu empat) 
hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok. 

(3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-

3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 
luas 487,37 (empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga 

tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok 
dan SWP IV.B pada seluruh Blok. 

(4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
luas 154,60 (seratus lima puluh empat koma enam) 

hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok dan SWP 
IV.B pada seluruh Blok. 
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Paragraf 5  
Zona Sarana Pelayanan Umum 

 
Pasal 33  

(1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan 

luas 51,01 (lima puluh satu koma nol satu) hektare 
meliputi: 
a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1; 

b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; 
c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3. 

(2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan 

luas 20,65 (dua puluh koma enam lima) hektare terdapat 
di: 
a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4. 

(3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan 

luas 17,50 (tujuh belas koma lima) hektare terdapat di: 
a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan 
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok 

IV.B.4. 
(4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan 
luas 12,85 (dua belas koma delapan lima) hektare 

terdapat di: 
a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan 
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan Blok 

IV.B.4. 
 

Paragraf 6  
Zona Perdagangan dan Jasa 

 
Pasal 34  

(1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 49,86 
(empat puluh sembilan koma delapan enam) hektare 

meliputi: 
a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan 

kode K-1;  
b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2; dan 

c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan 
kode K-3. 

(2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota yang 
selanjutnya disebut K-1 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) 
hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3. 

(3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP yang 

selanjutnya disebut K-2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dengan luas 43,58 (empat puluh tiga 

koma lima delapan) hektare terdapat di : 
a. SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
(4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP yang 

selanjutnya disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dengan luas 4,26 (empat koma dua 
enam) hektare terdapat di: 
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a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan Blok 
IV.A.4; dan 

b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, dan Blok 
IV.B.3. 

 
Paragraf 7  

Zona Perkantoran 
 

Pasal 35  

(1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 7,37 

(tujuh koma tiga tujuh) hektare berupa Sub-Zona 
perkantoran dengan kode KT. 

(2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,37 (tujuh koma 
tiga tujuh) hektare terdapat di SWP IV.A pada seluruh 

Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok. 
 

Paragraf 8  
Zona Transportasi 

 
Pasal 36  

(1) Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 50,62 
(lima puluh koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona 

transportasi dengan kode TR. 
(2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan luas 50,62 (lima puluh 
koma enam dua) hektare terdapat di : 
a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok 

IV.A.3; dan 
b. SWP.IV.B pada Blok IV.B.3. 

 
Paragraf 9  

Zona Peruntukan Lainnya 
 

Pasal 37  

(1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 20,62 

(dua puluh koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona 
pergudangan dengan kode PL-6. 

(2) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana 
dimaksud ayat (1) dengan luas 20,62 (dua puluh koma 
enam dua) hektare terdapat di: 

a. SWP IV.A pada seluruh Blok ; dan  
b. SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 

 
Paragraf 10  

Zona Badan Jalan 
 

Pasal 38  

(1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 36,66 (tiga puluh 

enam koma enam enam) hektare berupa Sub-Zona badan 
jalan dengan kode BJ. 

(2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan luas 36,66 (tiga puluh 
enam koma enam enam) hektare terdapat di SWP IV.A 

pada seluruh Blok dan SWP IV.B pada seluruh Blok. 
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BAB V 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 39  
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam 

mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola 
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan 

Tanantovea dan Labuan. 
(2) Terhadap Konfirmasi KKKPR yang telah diterbitkan, 

dilakukan penilaian pelaksanaan Konfirmasi KKKPR 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan 

KKKPR. 
(3) Pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR, selain 

didasarkan pada hasil penilaian pelaksanaan KKKPR, 
juga memperhatikan KKKPR yang telah diterbitkan. 

 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian  

Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 40  
(1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan 

Tanantovea dan Labuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.  

 
Bagian Ketiga 

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 
 

Pasal 41  

(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b 

diselenggarakan dengan pengembangan program utama 
jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas 

meliputi:  
a. program perwujudan;  
b. lokasi; 

c. sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana; dan 

e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 
(2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a meliputi: 
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 
b. program perwujudan rencana Pola Ruang. 

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdapat di SWP dan/atau Blok.  

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi:  

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah; 

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten Donggala; 
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d. swasta;  
e. Masyarakat; dan/atau 

f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi:  

a. kementerian/lembaga; 
b. perangkat daerah; 
c. swasta;  

d. Masyarakat; dan/atau 
e. pemangku kepentingan lainnya. 

(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. tahap I pada periode tahun 2024; 
b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029; 
c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;  

d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan 
e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2044 

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 

BAB VI 
PERATURAN ZONASI 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 42  

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi: 
a. Aturan dasar; dan 

b. TPZ. 
 

Bagian Kedua  
Aturan Dasar 

 

Paragraf 1  
Umum 

 
Pasal 43  

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 

c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 

 
Paragraf 2  

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 

 
Pasal 44  

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:  

a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan 
diperbolehkan/diizinkan; 

b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat 

secara terbatas; 
c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat 
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tertentu; dan/atau 
d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak 

diperbolehkan. 
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 

diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu 
Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana 
peruntukan ruang. 

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang 
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi 

dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional 

berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan; 

b. klasifikasi T2 pembatasan intensitas ruang atau 
luas, baik dalam bentuk pembatasan luas 

maksimum kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di 
dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk 

mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di 
sekitarnya; 

c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah 

pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan 
telah ada dan mampu melayani kebutuhan; 

d. klasifikasi T4 terbatas hanya pada kegiatan industri 
skala mikro dan kecil; 

e. klasifikasi T5 terbatas pada lahan/tanah yang telah 
memiliki hak atas tanah sebelum Peraturan Bupati 
ini berlaku; dan 

f. klasifikasi T6 terbatas hanya berada di Blok IV.A.1, 
Blok IV.A.2, Blok IV.A.2, dan Blok IV.B.2. 

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara 
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori 
kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau 
diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan 

yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum 
dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi 

tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan 
sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. klasifikasi B1 menyediakan prasarana limbah dan 

persampahan yang memperhitungkan dampak 

lingkungan;  
b. klasifikasi B2 menyediakan tempat parkir dan tidak 

menghambat laju lalu lintas; 
c. klasifikasi B3 berjarak ≥ 500 meter dari zona 

perumahan, zona perdagangan dan jasa, dan zona 
perkantoran; 

d. klasifikasi B4 berjarak ≥ 100 meter dari zona 

perumahan, zona perdagangan dan jasa, dan zona 
perkantoran; 

e. klasifikasi B5 khusus pengeringan kakao, 
mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar; 

f. klasifikasi B6 khusus pengolahan daun teh kering, 
mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar; 

g. klasifikasi B7 khusus pengolahan biji mentah kopi, 

mengambil bahan baku dari perkebunan sekitar; 
h. klasifikasi B8 bersyarat mengambil bahan baku dari 
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hutan tanaman industri/perkebunan; 
i. klasifikasi B9 bersyarat mengambil bahan baku dari 

kawasan tambang sekitar; 
j. klasifikasi B10 bersyarat mengambil bahan baku 

dari perkebunan sekitar; 
k. klasifikasi B11 bersyarat mengambil bahan baku 

dari peternakan sapi sekitar; 
l. klasifikasi B12 bersyarat berlokasi di proyek 

konstruksi industri; 

m. klasifikasi B13 bersyarat berlokasi di pesisir laut; 
n. klasifikasi B14 khusus ship breaking, berlokasi di 

area pelabuhan/pesisir laut; 
o. klasifikasi B15 bersyarat mendekati instalasi kilang 

minyak bumi; 
p. klasifikasi B16 bersyarat mendekati lokasi/sumber 

bahan baku tambang; 

q. klasifikasi B17 khusus air mineral, bersyarat 
mendekati sumber mata air; 

r. klasifikasi B18 bersyarat menjauhi permukiman 
kepadatan tinggi dan menengah; dan 

s. klasifikasi B19 bersyarat terintegrasi dengan produk 
yang dikemas. 

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak 
diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan 

penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai 
dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat 

menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan 
dan sekitarnya. 

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Zona Lindung; dan 

b. Zona Budi Daya. 
(7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

huruf a meliputi: 
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa 

Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;  

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 

meliputi:  

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-

3;  

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-

4; 

3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan 

4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.  

c. Zona badan air dengan kode BA 

(8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

huruf b meliputi: 

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:  

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;  

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;  

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan  

4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.  

b. Zona pertambangan dengan kode T meliputi: 

1. Sub-Zona peruntukan pertambangan batuan 

dengan kode MBT; dan 

2. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi 

dengan kode MG.  

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:  
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1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 

kode R-2;  

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 

dengan kode R-3; dan 

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

dengan kode R-4.  

d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi:  

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;  

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 

SPU-2; dan  

3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 
SPU-3.  

e. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:  

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota 

dengan kode K-1;  

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 

dengan kode K-2; dan 

3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3.  

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona 

perkantoran dengan kode KT;  

g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona 

transportasi dengan kode TR;  

h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa 

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6; dan 

i. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona 

badan jalan dengan kode BJ.  

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Paragraf 3  

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 
 

Pasal 45  

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan ketentuan 

mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada 
suatu Zona atau Sub-Zona meliputi: 

a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum; 
b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum; 
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;  

d. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan 
e. luas kaveling minimum. 

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Paragraf 4  

Ketentuan Tata Bangunan 

 
Pasal 46  

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur 

bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada 
suatu zona atau Sub-Zona meliputi: 
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a. ketinggian bangunan (TB) maksimum; 
b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;  

c. jarak bebas samping (JBS) minimum; 
d. jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan 

e. struktur bangunan gedung dan non gedung. 
(2) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara 
perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI tentang 
tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur 

bangunan gedung dan nongedung dan/atau peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan 

sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Paragraf 5  

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 
 

Pasal 47  
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis 

prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang 
harus ada pada setiap zona peruntukan. 

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan 

dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan 
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana 
dan saran yang sesuai agar zona berfungsi secara 

optimal. 
(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Paragraf 6  

Ketentuan Khusus 
 

Pasal 48  
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

huruf e terdiri atas: 
a. lahan pertanian pangan berkelanjutan; 
b. kawasan rawan bencana; 

c. tempat evakuasi bencana;  
d. kawasan sempadan; dan 

e. kawasan pertambangan mineral dan batubara. 
 

Pasal 49  
(1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dengan 

luas 182,77 (seratus delapan puluh dua koma tujuh 
tujuh) hektare meliputi Zona pertanian dengan kode P 

berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan SWP IV.B 

pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.  
(2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
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a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan 
merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

yang dilarang dialihfungsikan;  
b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah 

atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan 
tanah untuk proyek strategis nasional kepentingan 

umum dan/atau bencana alam;  
c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan 

yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah 
lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti 

keadaan semula;  
d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum terbatas pada 
kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;  

e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan 
berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, 

lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah 
dan/atau pemerintah daerah; dan  

f. insentif yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada 
pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan 

lahannya diatur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian 

detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) 
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 50  
(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:  

a. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah 
tingkat sangat tinggi; 

b. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah 
tingkat tinggi; 

c. ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat 
sangat tinggi; dan 

d. ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat 

tinggi. 
(2) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat 

sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi: 

a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS 
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV. A.4 dan SWP 
IV.B pada Blok IV. B.4. 

b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 
meliputi; 

1. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 

c. Zona pertanian dengan kode P meliputi: 
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 

terdapat di: 

a) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan 
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok 
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IV.B.4. 
2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1. 
3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat 

di SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
d. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona 

perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan 
kode SPU-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

(3) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS 

terdapat di SWP IV.A pada Blok IV. A.4 dan SWP 

IV.B pada Blok IV. B.4. 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa 

Sub-Zona pemakaman dengan RTH-7 terdapat di: 
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan 

2. SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
c. Zona pertanian dengan kode P meliputi: 

1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 

terdapat di: 
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan Blok 
IV.B.4. 

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1. 

3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat 

di SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
d. Zona perumahan dengan kode R meliputi: 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 
dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.B pada 

Blok IV.B.4. 
2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 

dengan kode R-4 terdapat di : 

a) SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan 
b) SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 
meliputi: 

1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 
SPU-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; 
dan 

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 
SPU-3 terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.4.  

f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa 
Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2 terdapat di: 
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan 
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

(4) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat 
sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c meliputi: 
a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berupa 

Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-5 
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 

b. Zona pertanian dengan kode P berupa terdapat di 

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
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c. Zona pertambangan dengan kode T meliputi: 
1. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi 

dengan kode MG terdapat di SWP IV.A Blok 
IV.A.4. 

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi: 
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 

kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.1; 

2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 

dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1, Blok IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan 

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah 
dengan kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada 

seluruh Blok. 
e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

berupa Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan 

kode SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi: 

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 
dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada 

Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2. 
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada 

Blok IV.A.1. 
g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona 

perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.4. 

h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa 
Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat 
di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.4. 

i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona 
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, dan IV.A.3. 
(5) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: 
a. Zona perumahan dengan kode R berupa Sub-Zona 

perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 

terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok 
IV.A.2; 

b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 
berupa Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 

SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi: 

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP 

dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.1; dan 

2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 
dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.1. 
d. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona 

transportasi dengan kode TR terdapat di SWP IV.A 

pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3. 
(6) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat 

sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a ditetapkan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pertanian yang mengurangi kestabilan 
lereng harus dilengkapi dengan dinding penahan 
tanah yang didesain sesuai dengan ketentuan teknis 

yang berlaku; 
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b. hunian terbatas hanya untuk rumah tunggal dengan 
kepadatan di bawah 50 (lima puluh) unit/hektare; 

c. ketentuan KDB untuk perumahan, sarana 
pelayanan umum dikurangi 10% (sepuluh persen) 

dari aturan dasar; 
d. semua bangunan yang akan dibangun atau 

direkonstruksi harus menggunakan retaining wall 
dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki 
kekuatan sesuai untuk menahan longsoran, dengan 

posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah 
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran 

sedimen tersebut; 
e. tidak boleh ada bagian terbuka bangunan yang 

searah dengan aliran sedimen; 
f. Bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan 

arah tegak lurus dari arah aliran sedimen; 

g. pemotongan atau pengerukan (cut or fill) tanah 
harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat 

dengan dinding beton bertulang;  
h. perlu dilakukan pemantauan gerakan tanah dan 

aliran debris secara berkala; dan 
i. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum 

ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, 
wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana 

sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang 
berwenang di bidang mitigasi bencana geologi. 

(7) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Kegiatan pertanian yang mengurangi kestabilan 

lereng harus dilengkapi dengan dinding penahan 

tanah yang didesain sesuai dengan ketentuan teknis 
yang berlaku; 

b. hunian terbatas hanya untuk rumah tunggal dengan 
kepadatan di bawah 50 (lima puluh) unit/hektare; 

c. ketentuan KDB untuk perumahan, sarana 
pelayanan umum dikurangi 10% (sepuluh persen) 
dari aturan dasar; 

d. semua bangunan yang akan dibangun atau 
direkonstruksi harus menggunakan retaining wall 

dengan konstruksi beton bertulang yang memiliki 
kekuatan sesuai untuk menahan longsoran, dengan 

posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah 
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran 
sedimen tersebut; 

e. tidak boleh ada bagian terbuka bangunan yang 
searah dengan aliran sedimen;  

f. Bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan 
arah tegak lurus dari arah aliran sedimen; 

g. pemotongan atau pengerukan (cut or fill) tanah 
harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat 

dengan dinding beton bertulang; dan 
h. perlu dilakukan pemantauan gerakan tanah dan 

aliran debris secara berkala; dan 

i. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum 
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam ketentuan khusus ini, 
wajib melakukan upaya pengurangan risiko bencana 
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sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi yang 
berwenang di bidang mitigasi bencana geologi. 

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami 
tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: 
a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana 

pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, 
pertambangan, transportasi, dan peruntukkan lainnya 
wajib menerapkan; 

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat 
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal 

bencana tsunami dan gelombang ekstrim; 
2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang 

dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat 
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang 
pasang; 

3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum 
dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 

meter searah menjauh dari pantai dan dilarang 
membangun pagar; 

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan 
tempat evakuasi/meeting point; dan 

5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 
struktur buatan. 

b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi 

sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi 
bencana tsunami dan gelombang ekstrim; dan 

(9) Ketentuan khusus rawan bencana tsunami tingkat tinggi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan 

sebagai berikut: 
a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana 

pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, 

pertambangan, transportasi, dan peruntukkan lainnya 
wajib menerapkan; 

1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat 
berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal 

bencana tsunami dan gelombang ekstrim; 
2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang 

dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat 

Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang 
pasang; 

3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum 
dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 

meter searah menjauh dari pantai dan dilarang 
membangun pagar; 

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan 

tempat evakuasi/meeting point; dan 
5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 

struktur buatan. 
b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi 

sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi 
bencana tsunami dan gelombang ekstrim; dan 

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 51  
(1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, meliputi: 
a. tempat evakuasi sementara; dan 

b. tempat evakuasi akhir. 
(2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 

meliputi: 

1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-
3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 

2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 
terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok 

IV.A.2. 
3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona 
tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP 

IV.B pada Blok IV.B.3; 
c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi: 
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 
SPU-2 terdapat di : 

a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 dan 
Blok IV.A.3; dan 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok IV.B.4.  
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 

SPU-3 terdapat di : 

a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.3 dan 
Blok IV.A.4; dan 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3 dan 
Blok IV.B.4.  

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi: 
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 

kode R-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok 

IV.A.1; dan 
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang 

dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok IV.B.3 

(3) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi  
a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH 

meliputi Sub-Zona taman kelurahan dengan kode 
RTH-4 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan 

Blok IV.A.4. 
b. Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona 

perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2 
terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.3. 

c. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan 
kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 

(4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. menyediakan rambu-rambu penanda jalur evakuasi, 
rambu tempat evakuasi bencana, dan sistem 
peringatan dini; 

b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pendukung 
meliputi: 
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1) tenda darurat 
2) MCK; 

3) APAR (alat pemadam api ringan); 
4) genset listrik; 

5) lampu darurat; 
6) peralatan medis; 

7) peralatan masak dan makan; 
8) selimut; dan 
9) sumur bor. 

(5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi: 

a. menyediakan rambu-rambu penanda jalur evakuasi, 
rambu tempat evakuasi bencana, dan sistem 

peringatan dini; 
b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pendukung 

meliputi: 

1) tenda darurat 
2) MCK; 

3) genset listrik; 
4) lampu darurat; 

5) peralatan medis; 
6) peralatan masak dan makan; 
7) selimut;  

8) sumur bor; dan 
9) alat pemadam api ringan. 

c. menanam hortikultura lokal tahunan, seperti 
tanaman kelor, dan lain-lain.  

(6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 
peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian 

detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) 
tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 52  
(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi : 

a. kawasan sempadan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai; dan 

c. kawasan sempadan ketenagalistrikan. 
(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi:  
a. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona 

pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG 

pada SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 
b. Zona perumahan dengan kode R meliputi : 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan 
kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 

dan Blok IV.A.4. 
2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 

kode R-4 terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok. 

c. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K pada Sub-
Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-

2 terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok 
IV.A.2; 

d. Zona transportasi dengan kode TR pada Sub-Zona 
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP.IV.A 
pada Blok.IV.A.1, Blok.IV.A.2 dan Blok IV.A.3.  

e. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa 
sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di 
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SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 
(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Zona pertanian dengan kode P meliputi: 

1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 
meliputi SWP IV.A pada Blok IV.A.3. 

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 meliputi: 
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, dan 

Blok IV.A.4. 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3; dan 
Blok IV.B.4. 

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 meliputi: 
a) SWP IV.A pada Blok IV.A.2; Blok IV.A.3; 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 
4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di 

SWP IV.B pada Blok IV.B.4 

b. Zona pertambangan dengan kode T meliputi Sub-
Zona peruntukkan pertambangan batuan dengan 

kode MBT terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.2 dan 
Blok IV.A.3. 

c. Zona perumahan dengan kode R meliputi : 
1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan 

kode R-1 terdapat di SWP.IV.A pada Blok IV.A.1, 

Blok IV.A.2, dan Blok IV.A.3. 
2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan 

kode R-2 meliputi : 
a) SWP IV.A pada seluruh Blok. dan 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2; dan 
Blok IV.B.3. 

3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 

kode R-3 meliputi: 
a) SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 

b) SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi : 
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 

terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 
SPU-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.3 dan 

SWP IV.B pada Blok IV.B2 dan IV.B.4; dan 
3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-

3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 
e. Zona perdagangan dan Jasa dengan kode K meliputi: 

1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2 terdapat di SWP IV.A pada seluruh Blok 
dan SWP IV.B pada Blok IV.B pada Blok IV.B.1; 

dan 
2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP 

dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.1. 

f. Zona perkantoran dengan kode KT berupa sub-zona 

perkantoran dengan KT terdapat di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; 

g. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona 
transportasi dengan kode TR terdapat di SWP.IV.A 

pada Blok IV.A.2 dan Blok IV.A.3; dan 
h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi 

Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.1 
(4) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,53 (tujuh 
koma lima tiga) hektare meliputi: 

a. Zona pertanian dengan kode P meliputi : 
1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4; 

2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat 
di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; pada Blok IV.B.2; 
dan pada Blok IV.B.4; dan 

3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat 
di SWP IV.B pada Blok IV.B.1. 

b. Zona pertambangan dengan kode T berupa sub-zona 
pertambangan batuan dengan kode MBT terdapat di 

SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 
c. Zona perumahan dengan kode R meliputi: 

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan 

kode R-2 terdapat di SWP IV.B pada seluruh Blok; 
dan 

2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan 
kode R-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1 

dan Blok IV.B.2. 
d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi : 

1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 
terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3; dan 

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode 
SPU-2 terdapat di SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 
a. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, sarana 

pelayanan umum, pertahanan dan keamanan, 
pertambangan, transportasi, dan peruntukkan 

lainnya wajib menerapkan; 
1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat 

berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal 
bencana tsunami dan gelombang ekstrem; 

2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang 

dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat 
Evakuasi Sementara tsunami dan gelombang 

pasang; 
3. pemberlakuan jarak bebas samping (JBS) minimum 

dan atau jarak bebas belakang (JBB) minimum 1 
meter searah menjauh dari pantai dan dilarang 
membangun pagar; 

4. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan 
tempat evakuasi/meeting point; dan 

5. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau 
struktur buatan. 

b. penyediaan bangunan pengaman pantai, vegetasi 
sabuk hijau dan sistem peringatan dini untuk mitigasi 

bencana tsunami dan gelombang ekstrem. 
(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

a. pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan 
sungai mengikuti ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 
b. bangunan yang sudah ada diizinkan dengan syarat:  

1. tidak melakukan penambahan luasan. 
2. tidak membuang limbah padat ke sungai. 

c. intensitas pemanfaatan ruang memperhatikan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di daerah setempat; 

d. menyediakan prasarana pengendalian banjir; 
e. menyediakan jalan infeksi; dan 

f. mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan jarak 
bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik 

tengah menara, terdiri atas: 
a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 

(delapan koma lima) meter; 
b. bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter; 

c. tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 
(lima) meter; 

d. jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan 

meter); 
e. lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) 

meter; dan 
f. SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara 

telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 
4 (empat) meter. 

(8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 

skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 53  

(1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan 
batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e 

meliputi: 
a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona 

badan air dengan kode BA terdapat di terdapat di 
SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

b. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa sub-zona 

BJ terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4. 

c. Zona pertanian dengan kode P meliputi :  
1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4; dan 

2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4. 

d. Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona 
perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4. 

e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU 

meliputi: 
1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode 

SPU-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4.  
f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K berupa 

Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan 

kode K-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; 
dan 
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g. Zona peruntukkan lainnya dengan kode PL berupa 
sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di 

SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 
(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan 

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kegiatan pertambangan harus menerapkan 

pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik 
(good mining practice) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang harus 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
c. kegiatan pengelolaan sisa tambang dalam bentuk 

padat, cair, atau gas sampai harus memenuhi 
standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke 
media lingkungan; 

d. kegiatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
industri pengolahan dan pemurnian hasil 

pertambangan harus sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. kegiatan sistem jaringan transportasi, jaringan 
telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sumber 

daya air dan jaringan prasarana lainnya pendukung 
kegiatan pertambangan dibangun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

f. kegiatan pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat untuk masyarakat di sekitar kawasan 

pertambangan wajib dilakukan sebagai pelaksanaan 
program tanggung jawab sosial dan lingkungan 

tahunan; 
g. kegiatan usaha tambang diluar Izin Usaha 

Pertambangan yang berlaku tidak diizinkan untuk 

dilakukan;  
h. Diperbolehkan kegiatan pertambangan di zona 

perkebunan dengan syarat: 
1. 100-500 meter dari Zona Perumahan, Zona 

Sarana Pelayanan Umum, Zona Perdagangan 
dan Jasa, dan Zona terbangun lainnya; dan 

2. tidak berdampak lingkungan pada lahan 

pertanian produktif 
(3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan 

batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 

geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 
(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXI 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
 

Paragraf 6 
Ketentuan Pelaksanaan 

 
Pasal 54  

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (1) huruf f, terdiri atas:  
a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; 

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; 
c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada 

dan tidak sesuai dengan PZ; dan 
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d. aturan peralihan yang mengatur status 
Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi 

ruang zona peruntukannya. 
(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan 
yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan 

dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti 
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ. 

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan 

Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata 
ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk 

mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap 
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR 
namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. 
(4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat 
untuk: 

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang 
sesuai dengan RDTR; 

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar 
sejalan dengan RDTR; dan 

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku 
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang 

sejalan dengan RDTR. 
(5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan 

RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan 
pengembangannya pada zona yang perlu didorong 

perwujudannya sesuai dengan RDTR. 
(6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
untuk mencegah dan/atau memberikan batasan 
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan 

dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui 
daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara 
pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  
(8) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan 

tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk 
Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum 

penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat 
dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur 

yang benar. 
(9) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang 

berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. 
Untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan 

persetujuan “legal non-conforming use” atau persetujuan 
“conditional use”. 
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Bagian Kedua 
TPZ 

 
Pasal 55  

TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa 
TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan kode m. 

 
Pasal 56  

(1) TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan 

kode m sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 meliputi: 
a. Zona badan air dengan kode BA meliputi Sub-Zona 

badan air dengan kode BA terdapat di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3.  

b. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona 
badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 

c. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa 
Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS 

terdapat di terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 
dan Blok IV.B.3. 

d. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona 
hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2 dan Blok IV.B.3. 

e. Zona perumahan dengan kode R meliputi Sub-Zona 
perumahan kepadatan rendah dengan kode R-3 

terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan Blok 
IV.B.3. 

(2) TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan dengan 
kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. kegiatan pertambangan harus menerapkan 
pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik 

(good mining practice) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. kegiatan pertambangan tidak diizinkan melakukan 
kegiatan operasi produksi tanpa mendapatkan 

persetujuan KKPR, dan persetujuan Forum 
Penataan Ruang kabupaten sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. TPZ Zona peruntukan pertambangan batuan yang 
bertampalan dengan zona badan air dan zona 

perlindungan setempat memperhatikan kegiatan 
pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum 

peraturan daerah ini ditetapkan, namun akan 
dibatasi untuk diperpanjang kembali serta 
ketentuan teknis lainnya diatur dengan ketentuan 

perundang-undangan; 
d. diperbolehkan kegiatan pertambangan di Sub-Zona 

hortikultura dengan syarat : 
1. 100-500 meter dari zona perumahan, zona 

sarana pelayanan umum, zona perdagangan dan 
jasa, dan zona terbangun lainnya; dan 

2. Tidak berdampak lingkungan pada lahan 

pertanian produktif. 
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BAB VII 
KELEMBAGAAN 

 
Pasal 57  

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara 
partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan 
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, 

instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, 
asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan 
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan terkait 

koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 58  

(1) Dalam rangka peninjauan kembali RDTR dilakukan 

dengan Penilaian Perwujudan RTR. 
(2) Penilaian perwujudan dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 

(lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum 
peninjauan kembali RTR. 

(3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan strategis 

nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap: 
a. Perwujudan rencana Struktur Ruang; dan 

b. Perwujudan rencana Pola Ruang. 
(5) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan/atau 

hasil penilaian perwujudan RTR dilakukan kajian 

pengendalian implikasi kewilayahan. 
(6) Kajian pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5), menghasilkan penentuan: 
a. Zona yang Dikendalikan; dan 

b. Zona yang Didorong. 
(7) Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan 

pengendalian implikasi kewilayahan menjadi masukan 

terhadap peninjauan kembali dan revisi RTR. 
(8) Penilaian Perwujudan RTR dan pengendalian implikasi 

kewilayahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB IX 
 KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 59  

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah 

dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa 
berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah 
dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan: 
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, 

izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan 
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 
Bupati ini; 

2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 
3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya 

dan tidak memungkinkan untuk dilakukan 
penyesuaian dengan peruntukan zona berdasarkan 
Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau 

KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. 
c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan 

tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, 

akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan 
Bupati ini; 

d.  izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa 

berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti 
melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan 

pemanfaatan ruang. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 









































 

 
 

 

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS 

No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan di 

Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 
yang 

membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

I PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG 

A Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

a Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan 

1 Program Pengembangan Permukiman 

1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 

Pembangunan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur Kawasan 
Permukiman di Kawasan 
Strategis Daerah Kabupaten 

SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1 

Penyediaan dan 
peningkatan kualitas 
prasarana dan sarana pada 
Pusat Pelayanan Kawasan 
Perkotaan 

SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

2.1.2 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan  

SWP IV.A pada Blok IV.A.1. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

b Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan 

1 Program Pengembangan Permukiman 

1.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 

Pembangunan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur Kawasan 
Permukiman di Kawasan 
Strategis Daerah Kabupaten 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.3 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.1 dan 

Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

2 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

2.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1 

Penyediaan dan 
peningkatan kualitas 

prasarana dan sarana pada 
Sub Pusat Pelayanan 
Kawasan Perkotaan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.3 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 

Swasta 
  
  

  

    

    

LAMPIRAN XIV 

PERATURAN BUPATI DONGGALA 

NOMOR 14  TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 

PERKOTAAN TANANTOVEA DAN LABUAN 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Hidup 

2.1.2 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.3 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta 
  
  

  

    

    

c Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan 

c.1 Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa 

1 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

1.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

1.1.1 
Perencanaan Penyediaan 
PSU Perumahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok 
IV.B.2, dan Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 

Hidup 

Swasta   

    

  

1.1.2 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 

Hidup 

Swasta   

    

  

2 Program Pengembangan Permukiman 

2.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1 

Pembangunan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur Kawasan 
Permukiman di Kawasan 
Strategis Daerah Kabupaten 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok 
IV.B.2, dan Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Ruang/ 
Lingkungan 

Hidup 

Swasta   

    

  

3 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

3.1 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 

3.1.1 

Penyediaan dan 
peningkatan kualitas 
prasarana dan sarana pada 
Pusat Lingkungan 
Kelurahan/Desa 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3, dan Blok IV.A.4; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok 
IV.B.2, dan Blok IV.B.3 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta 
  
  

  

    

    

3.1.2 
Penataan Bangunan dan 
Lingkungan 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

B Rencana Jaringan Transportasi 

a Perwujudan Jalan Umum 

a.1  Perwujudan Jalan Arteri Primer  

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1.1.1 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Arteri Primer  

- ruas TOMPE – PANTOLOAN (BTS. 
KOTA PALU) melintas di SWP IV.A. 

APBN Pekerjaan Umum - - -      
 

  

a.2 Perwujudan Jalan Arteri Sekunder 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 

1.1.1 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Arteri Sekunder dan 
Jembatan 
 

- melintas SWP IV.A 
APBD 

Kab./Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

      

 

  

a.3 Perwujudan Jalan Kolektor Primer 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional 

1.1.1 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Kolektor Primer dan 
Jembatan 

 

- ruas LABUAN – DALAKA/LABUAN 
– SINIU melintas di SWP IV.A dan 
SWP IV.B; dan 

- ruas LABUAN – SINIU melintas di 
SWP IV.B. 

- jalan kolektor primer melintas di 
SWP IV.A 
 

APBN Pekerjaan Umum - - -      

 

  

a.4 Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder 

1.2 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 

1.2.1 

Pemeliharaan Rutin Jalan 
Kolektor Sekunder dan 
Jembatan 
 

melintas di SWP IV.A 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Swasta      

 

  

a.5 Perwujudan Jalan Lokal Primer 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 

1.1.1 

Pembangunan Jalan 
Lingkungan Sekunder dan 
Jembatan 
 

melintas di SWP IV.B 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

Swasta         

1.1.2 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Lokal Primer dan Jembatan 

 

melintas di seluruh SWP APBD Kab./ 
Swasta 

- - 
Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

Swasta -        

a.6 Perwujudan Lingkungan Sekunder 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 

1.1.1 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Lingkungan Sekunder dan 
Jembatan 

melintas di seluruh SWP 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

Swasta         

b Perwujudan Jalan Khusus 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Khusus 

1.1.1 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Khusus 

melintas di SWP IV.A 
APBN/ 

Swasta 
Pekerjaan Umum - - Swasta         

c Perwujudan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang 

1 Program Penyelengaraan Jalan 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten 

1.1.1 
Pemeliharaan Rutin Jalan 
Masuk dan Keluar Terminal 
Barang dan Penumpang 

melintas di SWP IV.A 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
Swasta         

d Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C 

1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

1.1 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 

1.1.1 
Pengelolaan Terminal 
Penumpang Tipe C 
(Kabupaten) 

Terminal Labuan di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - Perhubungan Swasta         

1.1.2 
Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Terminal 

Terminal Labuan di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - Perhubungan Swasta         

e Perwujudan Terminal Barang 

1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 

1.1 Pengelolaan Terminal Barang 

1.1.1 
Pengelolaan Terminal 

Barang (Kabupaten) 

Terminal Barang Labuan SWP.IV.B 

pada Blok.IV.B.3. 

APBD Kab./ 

Swasta 
- - Perhubungan Swasta         

1.1.2 
Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Terminal 

Terminal Barang Labuan SWP.IV.B 
pada Blok.IV.B.3. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - Perhubungan Swasta         

 
Pembangunan Terminal 
Barang 

Terminal Barang Labuan SWP.IV.B 
pada Blok.IV.B.3. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - Perhubungan Swasta         

f Perwujudan Jembatan 

1 Program Penyelenggaraan Jalan 

1.1 Penyelenggaraan Jalan Nasional 

1.1.2 Rehabilitasi Jembatan 
a. Jembatan Wani terdapat di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 
b. Jembatan Laiba terdapat di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 

c. Jembatan Labuan terdapat di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 

d. Jembatan Labuan I terdapat di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.3; 

e. Jembatan Labuan II terdapat di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.3; 

f. Jembatan Labuan III terdapat 
di SWP IV.A pada blok IV.A.4; 

g. Jembatan Labuan IV terdapat 
di SWP IV.A pada Blok IV.A.4; 
dan 

h. Jembatan Labuan V terdapat di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.4. 

APBN Pekerjaan Umum - - -         

1.1.3 
Pemeliharaan Rutin 
Jembatan 

APBN Pekerjaan Umum - - -         

g Perwujudan Pelabuhan Pengumpul 

1 Program Pengelolaan Pelayaran 

1.1 Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpul 

1.1.1 
Pengoperasian dan 
Pemeliharaan Pelabuhan 
Pengumpul 

Pelabuhan Wani di SWP IV.A Blok 
IV.A.1 

APBN/ 
Swasta 

Perhubungan - - Swasta         

1.1.2 
Pengawasan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpul 

Pelabuhan Wani  di SWP IV.A Blok 
IV.A.1 

APBN/ 
Swasta 

Perhubungan - - Swasta         

1.1.3 Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan Wani dii SWP IV.A Blok APBN/ Perhubungan - - Swasta         



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Pengumpul 

IV.A.1 Swasta 

h Perwujudan Terminal Khusus 

1 Program Pengelolaan Pelayaran 

1.1 Penyelenggaraan Terminal Khusus 

1.1.1 
Pengoperasian dan 
Pemeliharaan Pelabuhan 
Pengumpul 

- terminal khusus untuk 
kegiatan Ditpolairud Polda 
Sulawesi Tengah di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.2; 

- terminal khusus untuk 
kegiatan Pertambangan Operasi 
Produksi Batuan di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.2 dan Blok 
IV.A.3. 

- terminal khusus untuk 
kegiatan  Pengantongan Semen 

di SWP IV.A pada Blok IV.A.3; 
dan 

- terminal khusus untuk 
kegiatan Penyediaan Jasa 
Depot Mini LPG di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.4. 

APBN/ 
Swasta 

Perhubungan - - Swasta         

1.1.2 
Pengawasan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpul 

APBN/ 
Swasta 

Perhubungan - - Swasta         

1.1.3 
Pemenuhan Fasilitas 
Pelayanan Angkutan 

Pelabuhan Pengumpul 

APBN/ 
Swasta 

Perhubungan - - Swasta         

C Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana 

a Rencana Jaringan Energi 

a.1 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 

a.1.1 Sarana Penyimpanan Bahan Bakar 

1 Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 

1.1 Perwujudan Sarana Pengolahan Hasil Pembakaran 

1.1.1 
Pengembangan Sarana 
Pengolahan Hasil 
Pembakaran 

- Terminal LPG Donggala di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.4 

APBN/Swast
a 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

- - Swasta         

a.2 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem 

a.2.1 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 

1.1 Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (SUTT) 

1.1.1 
Pengembangan Saluran 
Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) 

­ SUTT Tambu-Tawaeli melintas di SWP 
IV.B 

APBN/Swast
a 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

- - 
PT. PLN/ 
Swasta 

  
    

  

a.3 Jaringan Distribusi Ketenagalistrikan 

a.3.1 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 

1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 

1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTM) 

1.1.1 
Pengembangan Saluran 
Udara Tegangan Menengah 
(SUTM) 

­ seluruh SWP 
APBN/Swast

a 
Energi dan Sumber 

Daya Mineral - - 
PT. PLN/ 
Swasta 

  
    

  

1.1.2 

Peningkatan Jaringan 
Distribusi Utama pada 
Saluran Udara Tegangan 
Menengah (SUTM) 

­ seluruh SWP 
APBN/Swast

a 
Energi dan Sumber 

Daya Mineral - - 
PT. PLN/ 
Swasta 

   

    

 

a.2.3 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 

1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTR) 

1.1.1 
Pengembangan Jalur 
Saluran Udara Tegangan 

Rendah (SUTR) 

­ seluruh SWP 
APBN/Swast

a 
Energi dan Sumber 

Daya Mineral - - 
PT. PLN/ 
Swasta 

   
    

 

1.1.2 

Peningkatan Jaringan 
Distribusi Utama pada 
Saluran Udara Tegangan 
Rendah (SUTR) 

­ seluruh SWP 
APBN/Swast

a 
Energi dan Sumber 

Daya Mineral - - 
PT. PLN/ 
Swasta 

   

    

 

a.3 Gardu Listrik  

a.3.1 Gardu Distribusi 

1 Program Perwujudan Gardu Distribusi  

1.1 Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi 

1.1.1 

Pengembangan, 
Pemeliharaan, dan 
Peningkatan Pelayanan 

Gardu Distribusi 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/ 
Swasta 

Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

- - 
PT. PLN/ 
Swasta 

        

b Rencana Jaringan Telekomunikasi 

b.1 Jaringan Tetap  

b.1.1 Jaringan Serat Optik 

1 Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik  

1.1 Pengelolaan Jaringan Serat Optik 

1.1.2 
Pengembangan dan 
peningkatan jaringan serat 
optik  

­ jaringan serat optik melintas di SWP 
IV.A 

APBN/ 
Swasta 

Komunikasi dan 
Informatika 

- - 
PT. 

Telkom/Swast
a 

  
    

  

b.2 Perwujudan Bergerak Seluler  

b.2.1 Menara Base Transceiver Station (BTS) 

1 Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan 

1.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi 

1.1.1 

Pembangunan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Menara Base 
Transceiver Station (BTS) 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

APBN/ 
Swasta 

Komunikasi dan 
Informatika 

- - 
PT. 

Telkom/Swast
a 

  
  

  

    

    

2 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 

2.1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 

2.1.1 
Pengendalian dan 
Pengaturan Menara Base 
Transceiver Station (BTS) 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

APBN/APBD 
Kab./Swasta 

Komunikasi dan 
Informatika 

 - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

PT. 
Telkom/Swast

a 
  

    
  

b.3 Perwujudan Bergerak Satelit 

b.3.1 Stasiun Bumi 

1 Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 

1.1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 

1.1.1 Pembangunan Stasiun Bumi SWP IV.A pada Blok IV.A.4 
APBN/ 
Swasta 

Komunikasi dan 
Informatika 

- - 

PT. 

Telkom/Swast
a 

  
  

  

    

    

 
Operasionalisasi dan 
Pemeliharaan stasiun bumi 

SWP IV.A pada Blok IV.A.4 
APBN/ 
Swasta 

Komunikasi dan 
Informatika 

- - 
PT. 

Telkom/Swast
a 

  
    

  

c Rencana Jaringan Sumber Daya Air 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

a Sistem Jaringan Irigasi  

a.1 Jaringan Irigasi Primer 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

1.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer 

1.1.1 
Rekonstruksi Jaringan 
Irigasi Primer 

- SWP IV.B 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
- 

  
  

  
    

    

1.1.2 
Operasi dan Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi Permukaan 

- SWP IV.B 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

a.2 Jaringan Irigasi Sekunder 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

1.1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder 

1.1.1 
Rekonstruksi Jaringan 
Irigasi Sekunder Daerah 
Irigasi (DI) 

SWP IV.B 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 
Operasi dan Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi Permukaan 

SWP IV.B 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

a.3 Jaringan Irigasi Tersier 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

1.1 Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Tersier 

1.1.1 
Rekonstruksi Jaringan 
Irigasi Tersier Daerah Irigasi 

SWP IV.B 
APBN/APBD 

Prov. 
/APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 
Operasi Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi Permukaan 

SWP IV.B 
APBN/APBD 

Prov./ 
APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

b Bangunan Sumber Daya Air  

b.1 Prasarana Irigasi 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

1.1 Perwujudan Prasarana Irigasi   

1.1.1 
Rekonstruksi  
Bendung Pengendali Banjir 
pada Daerah Irigasi (DI)  

Embung Labuan di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov./ 

APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

b.2 Prasarana Irigasi 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 

1.1 Perwujudan Prasarana irigasi 

1.1.1 
Operasi dan Pemeliharaan 
Bendung Pengendali Banjir 

pada Daerah Irigasi (DI)  

Embung Labuan di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov./ 

APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

-   
    

  

d Rencana Jaringan Air Minum 

d.1 Unit Distribusi 

d.1.1 Jaringan Distribusi Pembagi 

1 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 

1.1 Perwujudan Jaringan Distribusi Pembagi 

1.1.1 
Peningkatan Jaringan 
Distribusi Pembagi  

Seluruh SWP 

APBN/APBD 
Prov./ 

APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Seluruh SWP APBN/APBD Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Pekerjaan -         



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Jaringan Distribusi Pembagi Prov./ 
APBD Kab. 

Perumahan Rakyat dan Sumber 
Daya Air 

Umum dan 
Penataan Ruang 

 
Pembangunan Jaringan 
Distribusi Pembagi 

Seluruh SWP 
APBN/APBD 

Prov./ 
APBD Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

e Rencana Jaringan Persampahan 

e.1 Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

1 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 

1.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten 

1.1.1  
Pembangunan dan 
Penyediaan TPS 

SWP IV.A pada Blok IV.A.2 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   
    

  

1.1.2 Rehabilitasi TPS SWP IV.A pada Blok IV.A.2. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Lingkungan 
Hidup Swasta   

    
  

1.1.3 Peningkatan TPS SWP IV.A pada Blok IV.A.2 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Lingkungan 
Hidup Swasta   

    
  

f Rencana Jaringan Drainase 

f.1 Jaringan Drainase Primer 

1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten 

1.1.1 
Peningkatan Jaringan 
Drainase Primer  

SWP IV.A 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 
Rehabilitasi Jaringan 
Drainase Primer 

SWP IV.A 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.3 
Operasi dan Pemeliharaan 
Jaringan Drainase Primer 

SWP IV.A 
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

f.2 Jaringan Drainase Sekunder 

1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten 

1.1.1 
Peningkatan Jaringan 
Drainase Sekunder 

seluruh SWP  
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 
Rehabilitasi Jaringan 
Drainase Sekunder 

seluruh SWP  
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
- 

  
  

  
    

    

1.1.3 
Operasi dan Pemeliharaan 
Jaringan Drainase Sekunder 

seluruh SWP  
APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

f.3 Jaringan Drainase Tersier 

1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten 

1.1.1 
Peningkatan Jaringan 
Drainase Tersier 

- seluruh SWP APBD Kab. - - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

-   
    

  

1.1.2 
Rehabilitasi Jaringan 
Drainase Tersier 

- seluruh SWP APBD Kab. - - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

- 
  
  

  
    

    

1.1.3 Operasi dan Pemeliharaan - seluruh SWP APBD Kab. - - Pekerjaan -         



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Jaringan Drainase Tersier Umum dan 
Penataan Ruang 

f.4 Bangunan Pelengkap Drainase 

1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten 

1.1.1 
Peningkatan bangunan 
pelengkap drainase 

- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

1.1.2 
Rehabilitasi bangunan 
pelengkap drainase 

SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

-   
    

  

1.1.3 
Operasi dan Pemeliharaan 
bangunan 
pelengkap drainase 

SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan Blok 
IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
-   

    
  

g Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 

g.1 Jalur Evakuasi Bencana 

1 Program Penyelenggaraan Bencana 

1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

1.1.1 

Penyediaan Jalur Evakuasi 
Bencana yang Terintegrasi 
dengan Tempat Evakuasi 

Bencana 

- ruas PANTOLOAN (BTS. KAB. ruas 
PANTOLOAN (BTS. KAB. 
DONGGALA) - TAWAELI melintas di 
SWP IV.A; 

- ruas WANI II – WANI I melintas di 
SWP IV.A; 

- ruas LABUAN – POL.AIRUD 
melintas di SWP IV.A; 

- ruas WANI - LIMOYONG melintas 
di SWP IV.A; 

- ruas DALAM KOTA - LABUAN 
melintas di seluruh SWP; 

- ruas DALAM KOTA - WANI melintas 
di seluruh SWP; 

- ruas LABUAN - DALAKA melintas 
di SWP seluruh SWP; 

- ruas LAIBA - DUSUN TARABU 
melintas di seluruh SWP; 

- ruas WANI - LANTA melintas di 
seluruh SWP; 

- ruas WANI II - LELEA melintas di 
seluruh SWP; 

- ruas LABUAN TOPOSO - SIMOO 
melintas di SWP IV.B; dan 

- jalur evakuasi bencana melintas di 
seluruh SWP. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 

Swasta 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 
Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 

Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta 
  
  

  

    

    

1.1.2 
Penyediaan Prasarana 
Pelengkap Jalur Evakuasi 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 
Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 

Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta   

    

  

g.2 Tempat Evakuasi  

g.2.1 Titik Evakuasi Sementara 

1 Program Penyelenggaraan Bencana 

1.1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

1.1.1 
Penyediaan dan 
Pemeliharaan Tempat 
Evakuasi Sementara 

- Lapangan Sepak Bola Wani I di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

- Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 

Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta 
  
  

  
    

    



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 
- Lapangan Sepak Bola Labuan 

Toposo di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Lapangan Sepak Bola Labuan 
Panimba di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Wani di SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 1 
Labuan Lelea di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SMP-SMA 

Nasional Wani di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan MA Nahdatul 
Alkhairat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.2; 

- Sarana Pendidikan MTs Negeri 
Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SMK Negeri 1 

Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Salumbone di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4; 

- Sarana Pendidikan SD Karya 
Thayyibah Sumboli di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 3 
Wani di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 

Labuan Lelea di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Labuan 
Kungguma di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 1 
Labuan di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di 
SWP IV.B pada Blok IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 3 
Labuan di SWP IV.B pada Blok 

Swasta Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 

Daerah 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

IV.B.3; 
- Sarana Pendidikan SD Negeri 1 

Labuan Panimba di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 2 
Labuan di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidkan SD Negeri 4 
Dalaka di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.4;  

- Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue 
di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan 

- tempat evakuasi sementara 
terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3. 

 
Penyediaan Sarpras Minimal 

Tempat Evakuasi  

- Lapangan Sepak Bola Wani I di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

- Lapangan Sepak Bola Labuan Lelea 
di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; 

- Lapangan Sepak Bola Labuan 
Toposo di SWP IV.B pada Blok 

IV.B.3; 
- Lapangan Sepak Bola Labuan 

Panimba di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan Taman Kanak-
Kanak Islam Terpadu di SWP IV.A 
pada Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Wani di SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 1 
Labuan Lelea di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan SMP-SMA 
Nasional Wani di SWP IV.A pada 
Blok IV.A.1; 

- Sarana Pendidikan MA Nahdatul 
Alkhairat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.2; 

- Sarana Pendidikan MTs Negeri 
Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SMK Negeri 1 
Labuan di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Salumbone di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4; 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 

Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 

Badan 
Penanggulang

an Bencana 
Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta   

    

  



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

- Sarana Pendidikan SD Karya 
Thayyibah Sumboli di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 3 

Wani di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 2 
Labuan Lelea di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SD Labuan 
Kungguma di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.2; 

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 1 
Labuan di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SD 1 Dalika di 

SWP IV.B pada Blok IV.B.3; 
- Sarana Pendidikan SD Negeri 3 

Labuan di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SD Negeri 1 
Labuan Panimba di SWP IV.B pada 
Blok IV.B.3; 

- Sarana Pendidikan SMP Negeri 2 
Labuan di SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3; 

- Sarana Pendidkan SD Negeri 4 
Dalaka di SWP IV.B pada Blok 

IV.B.4;  
- Sarana Pendidikan SMP 5 Sindue 

di SWP IV.B pada Blok IV.B.4; dan 

- tempat evakuasi sementara 
terdapat di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4 dan SWP IV.B pada Blok 
IV.B.3. 

g.2.2 - Tempat Evakuasi Akhir 

1 - Program Penyelenggaraan Bencana 

1.1 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

1.1.1 
Penyediaan dan 
Pembangunan Tempat 
Evakuasi Akhir 

- Lapangan Sepak Bola Wani II di 
SWP IV.A pada Blok IV.A.1; 

- Lapangan Sepak Bola Labuan di 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3; 
- Lapangan Sepak Bola Labuan 

Salumbone di SWP IV.A pada Blok 
IV.A.4; dan 

- tempat evakuasi akhir di SWP IV.B 
pada Blok IV.B.3. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 
Kab./Swasta 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 
Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 

Badan 

Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta         

1.1.2 

Pengendalian Operasi dan 
Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 
(Penyediaan Areal Evakuasi 
pada Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) Taman & Lapangan 
Olah Raga dan Lapangan 

APBN/APBD 
Prov./APBD 
Kab./Swasta 

Badan Nasional 

Penanggulangan 
Bencana, Pekerjaan 

Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 

Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

Swasta         



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Terbuka) 

 
Penyediaan Sarpras Minimal 
Tempat Evakuasi  

 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./Swasta 

Badan Nasional 
Penanggulangan 

Bencana, Pekerjaan 
Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 

Badan 
Penanggulang
an Bencana 

Daerah 

Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Swasta         

II PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG 

A Perwujudan Zona Lindung 

a Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) 

1 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

1.1 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

1.1.1 

Pengawasan dan Pembinaan 
Semua Kegiatan Rehabilitasi 
Lahan Secara Terpadu Dan 
Berkesinambungan 

- SWP IV.A pada seluruh Blok dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

-   

    

  

b Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Pembebasan tanah untuk 
keperluan RTH 

- Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta 
  
  

  

    

    

1.1.2 

Peningkatan Kuantitas dan 
Kualitas Ketersediaan RTH 
minimal 30% dari luas 
wilayah perencanaan 

- Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBD 
Kab./Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

b.1 Sub-Zona Taman Kecamatan 

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Penyediaan Sub-Zona 
Taman Kecamatan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

1.1.2 

Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati 
Sub-Zona Taman 

Kecamatan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 
APBD Kab./ 

Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Swasta   

    

  

1.1.3 
Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Keanekaragaman 
Hayati Sub-Zona Taman 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 
APBD Kab./ 

  Swasta 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Swasta   
    

  



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Kecamatan Ruang/ 
Lingkungan 

Hidup 

b.2 Sub-Zona Taman Kelurahan 

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Penyediaan Sub-Zona 
Taman Kelurahan 

- SWP IV.A pada seluruh Blok;  
APBD 

Kab./APBDe
s/Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/ Swasta 

  
  

  

    

    

1.1.2 
Pengelolaan  
Keanekaragaman Hayati 
Sub-Zona Taman Kelurahan 

- SWP IV.A pada seluruh Blok;  

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta 

  

    

  

1.1.3 

Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Keanekaragaman 
Hayati Sub-Zona Taman 
Kelurahan 

- SWP IV.A pada seluruh Blok;  

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta 

  

    

  

b.3 Sub-Zona Taman RW 

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Penyediaan Sub-Zona 
Taman RW 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta 

  
  

  

    

    

1.1.2 
Pengelolaan  
Keanekaragaman Hayati 
Sub-Zona Taman RW 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta   

    

  

1.1.3 
Pengelolaan Sarana dan 
Prasarana Keanekaragaman 
Hayati Sub-Zona Taman RW 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.3. 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta   

    

  

b.4 Sub-Zona Pemakaman 

1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Pengembangan Sub-Zona 
Pemakaman 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 

Pemerintah 
Desa/Swasta 

  
  

  
    

    



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Swasta Ruang/ 
Lingkungan 

Hidup 

1.1.2 
Pengelolaan Sub-Zona 
Pemakaman 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta   

    

  

1.1.3 
Pengelolaan Sarana Dan 
Prasarana Sub-Zona 
Pemakaman 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD 
Kab./APB 

Desa/ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

Pemerintah 
Desa/Swasta   

    

  

c Perwujudan Zona Badan Air 

1 Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA) PADA Sub-Zona Badan Air 

1.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 
Normalisasi/Restorasi 
Sungai 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pekerjaan Umum 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

-   

    

  

1.1.2 
Operasi dan Pemeliharaan 
Sungai 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pekerjaan Umum 

Cipta Karya 
dan Sumber 

Daya Air 

Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang/ 

Lingkungan 
Hidup 

-   

    

  

B Perwujudan Zona Budi Daya  

a Perwujudan Zona Pertanian 

a.1 Sub-Zona Tanaman Pangan 

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 

1.1.1 

Penetapan dan 
Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (LP2B) 

- SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan 

Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pertanian/ 
Agraria dan Tata 

Ruang/Pertanahan 
Nasional 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

- 
  
  

  

    

    

1.1.2 
Pendampingan Penggunaan 
Sarana Pendukung 
Pertanian 

- SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan 

Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 

Pangan, 
Hortikuturan 

dan Perkebunan 

-   

    

  

1.2 Pengembangan Prasarana Pertanian 

1.2.1 
Pengelolaan Lahan 
Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

- SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan 

Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 

Pertanian/ 
Agraria dan Tata 

Ruang/ Pertanahan 
Nasional 

Tanaman 
Pangan dan 

Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

1.3 Pembangunan Prasarana Pertanian 

1.3.1 
Pembangunan, Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 

- SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Pertanian 
Tanaman 

Pangan dan 
Tanaman 
Pangan, 

-   
    

  



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 
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Daerah Provinsi 

yang 
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Kepentingan 
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TP-1 
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TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Prasarana Pertanian Sub-
Zona Tanaman Pangan 

Blok IV.B.4. Kab. Hortikultura Hortikuturan 
dan Perkebunan 

2 Program Penyuluhan Pertanian 

2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

2.1.1 
Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di 
Kecamatan dan Desa 

- SWP.IV.A pada Blok.IV.A.3; dan 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 dan 

Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

a.2 Sub-zona Hortikultura 

1 Program Penyuluhan Pertanian 

1.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

1.1.1 
Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di 
Kecamatan dan Desa 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

a.3 Sub-Zona Perkebunan 

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 

1.1.1 

Pendampingan Penggunaan 
Sarana Pendukung 
Pertanian Sub-Zona 
Perkebunan 

- SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok 
IV.A.3; dan 

- SWP.IV.B pada seluruh Blok. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

1.2 Pengembangan Prasarana Pertanian 

1.2.1 

Penyusunan Masterplan 
Pengembangan Prasarana, 
Sarana, Kawasan dan 
Komoditas Perkebunan 

- SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok 
IV.A.3; dan 

- SWP.IV.B pada seluruh Blok. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

1.3 Pembangunan Prasarana Pertanian 

1.3.1 

Pembangunan, Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 
Prasarana Pertanian 
Perkebunan 

- SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok 
IV.A.3; dan 

- SWP.IV.B pada seluruh Blok. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

2 Program Penyuluhan Pertanian 

2.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 

2.1.1 
Pengembangan Kapasitas 
Kelembagaan Petani di 
Kecamatan dan Desa 

- SWP.IV.A pada Blok IV.A.2, Blok 
IV.A.3; dan 

- SWP.IV.B pada seluruh Blok. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

a.4 Sub-Zona Peternakan 

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan 

1.1 Pembangunan Prasarana Peternakan 

1.1.1 

Pembangunan, Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan 
Prasarana Pertanian Sub-
zona Peternakan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

1.2 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 

1.2.1 
Identifikasi dan Penetapan 
Lahan Penggembalaan 
Umum 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 
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TP-5 
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2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1.2.2 
Pengelolaan Lahan 
Penggembalaan Umum 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Pertanian 

Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

-   

    

  

1.2.3 
Pengembangan kawasan 
peternakan berbasis 
silvopasture 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3, dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab. - - 

Tanaman 
Pangan, 

Hortikuturan 
dan Perkebunan 

   

    

  

b Perwujudan Zona Pertambangan 

b.1 Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan 

1 Program Pengelolaan Sumber Daya Mineral 

1.1 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Sumber Daya Mineral Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 

Penyusunan Rekomendasi 
Perizinan dan Informasi Izin 
Pemanfaatan Langsung 
Sumber Daya Mineral  

SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan 
Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov. 

Energi Sumber Daya 
dan Mineral 

Energi 
Sumber Daya 
dan Mineral 

- -   

    

  

1.1.2 

Pengendalian dan 
Pengawasan Pelaksanaan 
Perizinan Pemanfaatan 
Langsung Sumber Daya 
Mineral 

SWP IV.B pada Blok IV.B.2 dan 
Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov. 

Energi Sumber Daya 
dan Mineral 

Energi 
Sumber Daya 
dan Mineral 

- -   

    

  

b.2 Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

1 Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 

1.1 Perwujudan Sarana Penyimpanan Bahan Bakar  

1.1.1 
Pengembangan Sarana 
Penyimpanan Bahan Bakar 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.4 APBN 
Energi Sumber Daya 

dan Mineral 
- - -   

    
  

c Perwujudan Zona Perumahan 

1 Program Pengembangan Perumahan  

1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Penerbitan Izin 
Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan 
Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan 

Pertanahan/ 

Pertanahan 

Swasta   

    

  

 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Pembangunan 
dan Pengembangan 
Perumahan 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan 

Pertanahan/ 

Pertanahan 

Swasta   

    

  

2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Program Kawasan Permukiman  

2.1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha  

2.1.1 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Penataan 
Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh 
(Evaluasi Penanganan 
Permukiman Kumuh) 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 

Labuan 

APBN/APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

2.1.2 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBN/APBD 
Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 
Perumahan, 

Kawasan 
-   
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(2040)-
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Penyelenggaraan 
Pemugaran/Peremajaan 
Permukiman kumuh 
(Peningkatan Kualitas 

Lingkungan Permukiman 
(Pembangunan PSU dan 
RTLH) 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 

3.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

3.1.1 

Penyediaan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 
(Penyediaan PSU Rumah 
Swadaya, Rumah Umum 
dan Komersial) 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBN/APBD 
Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

3.1.2 

Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 
di Perumahan untuk 
Menunjang Fungsi Hunian 
(Pendataan dan Pemetaan 
Kewajiban Penyediaan 
Fasum/Fasos dan RTH 
Perumahan Oleh 
Pengembang) 

Kawasan Perkotaan Tanantovea dan 
Labuan 

APBN/APBD 
Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

c.1 Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi 

1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi 

1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

1.1.1 
Pengendalian pada sub-zona 
perumahan kepadatan 
Tinggi 

SWP IV.A pada seluruh Blok 
APBN/APBD 

Kab. 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

1.1.2 

Penataan lingkungan 
kawasan pada sub-zona 

perumahan kepadatan 
tinggi 

SWP IV.A pada seluruh Blok 
APBN/APBD 

Kab. 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 
 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

1.1.3 

Pembangunan dan Penataan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 

Tinggi 

SWP IV.A pada seluruh Blok 
APBN/APBD 

Kab. 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

1.1.4 

Penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Tinggi 

SWP IV.A pada seluruh Blok 
APBN/APBD 

Kab. 
Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

-   

    

  

c.2 Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang 

1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang 

1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

1.1.1 
Pengendalian pada sub-zona 
perumahan kepadatan 
sedang 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Kab. 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 
Perumahan, 

Kawasan 
Permukiman, 

-   
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dan Pertanahan 

1.1.2 

Penataan lingkungan 
kawasan pada sub-zona 
perumahan kepadatan 
sedang 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Kab./ 

Swasta 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

1.1.3 

Pembangunan dan Penataan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Sedang 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Kab./ 

Swasta 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

1.1.4 

Penyediaan Ruang Terbuka 
Hijau pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Sedang 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBN/APBD 
Kab./ 

Swasta 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

c.3 Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah 

1 Program Pengembangan Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah 

1.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 

1.1.1 

Penataan dan Revitalisasi 
Kawasan pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Rendah 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

1.1.2 

Penataan Lingkungan 
Kawasan pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Rendah 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 
dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

1.1.3 

Pembangunan dan Penataan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Pada Sub-Zona 
Perumahan Kepadatan 
Rendah 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Perumahan, 
Kawasan 

Permukiman, 

dan Pertanahan 

Swasta   

    

  

d Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 

d.1 Sub-zona SPU Skala Kota 

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.2 
Pengembangan Sarana ada 
Sub-Zona Skala Kota 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
APBD Kab. - - Kesehatan - 

        

1.1.3 
Rehabilitasi  dan 
Pemeliharaan Sarana pada 
Sub-Zona SPU Skala Kota 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
APBD Kab. - - Kesehatan - 

        

2 Program Pengelolaan Peribadatan 

2.1 Pengelolaan Masjid dan Mushola 

2.1.1 

Penataan, Rehabilitasi, dan 
Pemeliharaan Masjid dan 
Mushola pada Sub-Zona 
SPU Skala Kota 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
- 

        

3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

3.1.1 
Perwujudan RTH Privat 
Sub-Zona SPU Skala Kota 
Sesuai Ketentuan Intensitas 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 
APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
- 
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Pemanfaatan Ruang 

d.2 Sub-Zona SPU Skala Kecamatan 

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

1.1.1 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
pada Sub-Zona SPU Skala 
Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab. 
Kesehatan Kesehatan Kesehatan -   

    

  

2 Program Pengelolaan Pendidikan 

2.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kecamatan 

2.1.1 

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah pada Sub-
zona SPU Skala Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Pendidikan 
Kebudayaan 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 
Pendidikan Swasta   

    

  

2.1.2 

Pemeliharaan Rutin 
Bangunan Gedung dan 

Ruangan pada Sub-Zona 
SPU Skala Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Pendidikan 

Kebudayaan 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 
Pendidikan Swasta   

    

  

2.1.3 

Pemeliharaan Rutin Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah pada Sub-Zona SPU 
Skala Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Pendidikan 
Kebudayaan 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 
Pendidikan Swasta   

    

  

2.1.4 

Pemeliharaan Rutin 
Bangunan Gedung dan 
Ruangan pada Sub-zona 
SPU Skala Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Pendidikan 
Kebudayaan 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 
Pendidikan Swasta   

    

  

3 Program Pengelolaan Peribadatan 

3.1 Pengelolaan Masjid dan Mushola 

3.1.1 

Penataan, Rehabilitasi, dan 
Pemeliharaan Masjid dan 
Mushola pada Sub-Zona 
SPU Skala Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Swasta   

    

  

1.1.2 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Pembantu/Poskesdes/Polin
des dan/atau sarana 
kesehatan lainnya pada 
Sub-Zona SPU Skala 
Kecamatan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 

IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4 

APBD Kab. - - Kesehatan -   

    

  

4 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

4.1 Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya 

1.1.1 
Pembebasan lahan/tanah 
untuk pembangunan 
terminal penumpang tipe C 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, dan Blok IV.A.3 

- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 

APBD Kab. Perhubungan - Perhubungan -   
    

  

1.1.2 
Pembangunan sarana dan 
prasarana terminal 
penumpang tipe C 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, dan Blok IV.A.3 

APBD Kab. Perhubungan - Perhubungan -   
    

  

d.3 Sub-Zona SPU Skala Kelurahan 

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 

1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

1.1.1 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Puskesmas 
Pembantu/Poskesde/Polind
es dan atau sarana 

kesehatan lainnya pada 
Sub-Zona SPU Skala 
Kelurahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 
dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab. - - Kesehatan -         

2 Program Pengelolaan Pendidikan 

2.1 Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan 

2.1.1 

Pembangunan Sarana, 
Prasarana dan Utilitas 
Sekolah pada Sub-zona SPU 
Skala Kelurahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 

IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 
dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Swasta         

2.1.2 

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Sarana, Prasarana dan 
Utilitas Sekolah pada Sub-
zona SPU Skala Kelurahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 

dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Swasta         

2.1.3 

Pemeliharaan Rutin 
Bangunan Gedung dan 
Ruangan pada Sub-zona 
SPU Skala Kelurahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 
dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 
Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 
Swasta         

3 Program Pengelolaan Peribadatan 

3.1 Pengelolaan Masjid dan Mushola 

3.1.1 

Penataan, Rehabilitasi, dan 
Pemeliharaan Masjid dan 
Mushola pada Sub-Zona 
SPU Skala Kelurahan 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 

dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 

IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 

Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Swasta         

4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

4.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 

4.1.1 
Perwujudan RTH Privat 
Sub-Zona SPU Skala 
Kelurahan  

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 

IV.A.2, Blok IV.A.3 dan Blok IV.A.4; 
dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok 
IV.B.3 dan Blok IV.B.4. 

APBD Kab./ 
Swasta 

- - 
Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang 

Swasta         

e Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa 

e.1 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota 

1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

1.1.1 
Pengembangan Perdagangan 
dan Jasa Skala Kota 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 

Perdagangan 

-   

    

  

1.1.2 
Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Perdagangan 
Jasa Skala Kota 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

-   

    

  



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

dan 
Perdagangan 

1.1.3 

Perwujudan RTH privat 

Sub-Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala Kota 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan 

2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan 

2.1.1 

Pengembangan, 
Pembangunan dan/atau 
Pemeliharaan Pasar dan 
Sarana Perdagangan 
Lainnya 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

2.1.2 

Perencanaan Penataan 
Sarana dan Prasarana PKL 
pada Sub-Zona 
Perdagangan dan Jasa 
Skala Kota 

SWP IV.A pada Blok IV.A.3. APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

e.2 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP 

1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

1.1.1 
Pengembangan Kawasan 
Peruntukan Perdagangan 
dan Jasa Skala WP 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 
-  

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

1.1.2 
Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Perdagangan 
Jasa Skala WP  

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

1.1.3 
Perwujudan RTH privat 
Sub-Zona Perdagangan dan 
Jasa Skala WP 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

2 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan 

2.1 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan 

2.1.1 

Pengembangan, 
Pembangunan dan/atau 
Pemeliharaan Pasar dan 
Sarana Perdagangan 
Lainnya 

- SWP IV.A pada seluruh Blok; dan 
- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. 

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 
Perdagangan 

-   

    

  

2.1.2 Perencanaan Penataan - SWP IV.A pada seluruh Blok; dan APBD Kab. - - Pekerjaan -         



No. Program Utama Lokasi 
Sumber 

Pendanaan 

Pelaksana Waktu Pelaksanaan 

Kementerian / Lembaga 

yang Menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan di 
Bidang 

Perangkat 

Daerah Provinsi 

yang 
membidangi 

Perangkat Daerah 
Kabupaten yang 

membidangi 

Pemangku 
Kepentingan 

Lainnya 

TP-1 
TP-2 

(2030-
2034) 

TP-3 
(2035-
2039) 

TP-5 
(2040)-
2044) 

2025 2026 2027 2028 2029 

Sarana dan Prasarana PKL 
pada Sub-Zona 
Perdagangan dan Jasa 
Skala WP 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.4. Umum dan 
Penataan Ruang 
/ Perindustrian 

dan 

Perdagangan 
e.3 Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP 

1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

1.1.1 

Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Sub-Zona 

Perdagangan Jasa Skala 
SWP  

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok 
IV.B.2, dan Blok IV.B.3. 

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

/ Perindustrian 
dan 

Perdagangan 

-   

    

  

1.1.2 
Pengendalian Pertumbuhan 
Kegiatan Perdagangan dan 
Jasa 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.3 dan Blok IV.A.4; dan 

- SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok 
IV.B.2, dan Blok IV.B.3. 

APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

/ Perindustrian 
dan 

Perdagangan 

-   

    

  

f Perwujudan Zona Perkantoran (KT) 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

1.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.1.2 
Pemeliharaan dan 
Perawatan Bangunan 
Gedung Daerah Kabupaten 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 
APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/Perencanaan 

dan 
Pembangunan 

Daerah 

-   

    

  

1.1.3 

Penyediaan RTH privat pada 
Zona Perkantoran Minimal 
Sebesar 20% dari Luas 
Persil 

- SWP IV.A pada seluruh Blok 

- SWP IV.B pada seluruh Blok 
APBD Kab. - - 

Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
/Perencanaan 

dan 

Pembangunan 
Daerah 

-   

    

  

g Zona Transportasi 

1 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 

1.1 Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya di Daerah kabupaten 

1.1.3 

Pengembangan Sarana dan 
Prasarana Terminal Barang, 
Terminal Khusus, dan 
Pelabuhan Pengumpul 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 

IV.A.2, dan Blok IV.A.3 
- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta   

    

  

1.1.4 

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Terminal 
Barang, Terminal Khusus, 
dan Pelabuhan Pengumpul 
(Fasilitas Utama dan 
Pendukung) 

- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok 
IV.A.2, dan Blok IV.A.3 

- SWP.IV.B pada Blok IV.B.3 

APBN/APBD 
Prov./APBD 

Kab./ 
Swasta 

Perhubungan Perhubungan Perhubungan Swasta   

    

  

h Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya 

i.1 Sub-Zona Pergudangan 
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